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TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 1198 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN WAKTU
PEMBAYARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

TAHUN KETIGA UNTUK IZIN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIC BAGI
PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER DAN
PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN
MORBILITAS TERBATAS PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHz

PT. SMARTFREN TELECOM, Tbk.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

&L

bahwa besaran dan waktu pembayaran biaya hak
penggunaan spektrum frekuensi radio tahun ketiga
untuk izin pita spektrum frekuensi radio bagi
penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan
penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel
dengan mobilitas terbatas pada Pita Frekuensi Radio
800 MHz PT. Smartfren Telecom, Tbk. telah
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 1198 Tahun 2013 tentang
Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya
Halk Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun
Ketiga untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio bagi
Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan
Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel
dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio
800 MHz PT. Smartfren Telecom, Thk.;

bahwa dalam Lampiran Keputusan Menteri
sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat
kesalahan penulisan besaran Biaya Hak Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio tahun ketiga, dimana
besaran yang tercantum dalam Lampiran berbeda
dan menjadi lebih besar dari besaran yang ditetapkan
dalam Diktum KESATU Keputusan  Menteri
dimaksud;



Mengingat

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika
tentang  Perubahan atas Keputusan  Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 1198 Tahun
2013 tentang Penetapan Besaran dan Waktu
Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio Tahun Ketiga untuk Izin Pita
Spektrum  Frelouensi Radio bagl Penyelenggaraan
Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan
Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas
Terbatas pada Pita Frekuensi Radioc 800 MHz
PT. Smartfren Telecom, Thk.;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit
Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Womor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3981);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak vang Berlaku pada Departermen Komunikasi
dan Informatika (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1335,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5171);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4995);
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Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presidenn Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi
Eselon 1 Kementerian Negara, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomeor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata
Cara  Perizinan dan  Ketentuan  Operasional
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/
12/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor
17/PER/M.KOMINFO,/ 10/2005 tentang Tata Cara
Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan
Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Peraturan  Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 24/PER/ M.KOMINFO/12/2010
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor
19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan
Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 29/PER/M.KOMINFQ/07/2009 tentang Tabel
Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 25/PER/M.KOMINFO/12/2010
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor
20/PER/M.KOMINFQ/07 /2009 tentang Tabel Alokasi
Spektrum Frekuensi Radio Indonesia,;
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Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 17/PER/M.KOMINFQ/11/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi
dan Informatika;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 15/PER.KOMINFO/06/2011 tentang
Penyesuaian  Kata  Sebutan  pada  Sgjumlah
Keputusan/Peraturan  Menteri Komunikasi dan
Informatika vang Mengatur Materi Muatan Khusus di
Bidang Pos dan Telekomunikasi dan
Keputusan/Peraturan Direktur Jenderal Pos dan
Telekormunikasi;

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 490 Tahun 2012 tentang Penetapan Nilai
(N x K) dan Jumlah Populasi pada Perhitungan Biaya
Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radioc Tahun
Ketiga untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio
bagi  Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz, 900 MHz, dan
1800 MHz serta Penyelenggaraan Jaringan Tetap
Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada
Pita Frekuensi Radio 800 MHz;

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 1196 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran
Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
Tahun Pertama untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi
Radio bagl Penyelenggaraan Jaringan Bergerak
Seluler dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal
Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas pada Pita
Frekuensi Radio 800 MHz PT. Smartifren Telecom
Thk.;

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 1198 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran
dan Walktu Pembayaran Biayva Hak Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio Tahun Ketiga untuk Izin
Pita Spektrum Frekuensi Radio bagi Penyelenggaraan
Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan
Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas
Terbatas pada Pita Frekuensi Radic 800 MHz
PT. Smartfren Telecom, Thk.;



Menetaplkan

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTER] KOMUNIKASI DAN [INFORMATIEA

TENTANG PERUBAHAN ATAS EKEPUTUSAN MENTER]
WOMTINTI AR VAR TRIMORM AT A MO 1] G P aiiljnl

Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kertiga
untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio bagi
Penyelenggaraan  Jaringan — Bergerak  Seluler  dan
Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan
Mobilitas Terbatas pada Pita Frelkuensi Radio 800 MHz
PT. 3martfren Telecom, Thk. diubah sehingga berbunyi
scbagaimana tercantum dalam Lampiran yvang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Kepuiusan Menteri ini.

Pasal 11

Keputusan Menteri mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013

1 DAN INFORMATIKA
ONESIA,
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